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I. PENDAHULUAN 

Indonesia pada saat ini tengah mengalami perubahan kehidupan berbangsa dan bernegara 

secara fundamental menuju ke sistem pemerintahan yang demokratis transparan serta meletakkan 

supremasi hukum. Perubahan yang tengah dialami tersebut memberikan peluang bagi penataan 

berbagai segi kehidupan berbangsa dan bernegara, dimana kepentingan rakyat dapat kembali 

diletakkan pada posisi sentral. Namun setiap perubahan kehidupan berbangsa dan bernegara 

selalu disertai oleh berbagai bentuk ketidakpastian. Dengan demikian pemerintah harus 

mengupayakan kelancaran komunikasi dengan lembaga-lembaga tinggi negara, pemerintah 

daerah serta mendorong partisipasi masyarakat luas, agar ketidakpastian tersebut tidak 

mengakibatkan perselisihan paham dan ketegangan yang meluas, serta berpotensi menimbulkan 

permasalahan baru. Pemerintah juga harus lebih terbuka terhadap derasnya aliran ekspresi 

aspirasi rakyat dan mampu menanggapi secara cepat dan efektif.1 

Bahwa kemerdekaan menyatakan pikiran dan kebebasan berpendapat serta hak 

memperoleh informasi melalui penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan 

komunikasi ditujukan untuk memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan 

bangsa serta memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan 

penyelenggara sistem elektronik.2 

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), melalui laporan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester 

II Tahun 2017, mengungkap 5.852 permasalahan. 19% dari total permasalahan menyangkut 

Sistem Pengendalian Intern (SPI), 33% menyangkut ketidakpatuhan terhadap ketentuan 

peraturan perundang-undangan, dan 48% menyangkut ketidakhematan, ketidakefisienan, dan 

ketidakefektifan. Atas 630 Laporan Keuangan Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah 

(K/L/D), 73% K/L/D diberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), namun masih terdapat 

                                                           
1 Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government, Lampiran 

I Angka 1 
2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi 

dan Transaksi Elektronik, Penjelasan Umum, Paragraf 1 
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opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) diberikan kepada 23% K/L/D, dan opini Tidak 

Menyatakan Pendapat (TMP) diberikan kepada 4% K/L/D. 

Untuk mengatasi permasalahan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada 

penyelenggaraan administrasi pemerintahan, tantangan pemerintah adalah melakukan integrasi 

layanan perencanaan, layanan penganggaran, layanan pengadaan, dan layanan manajemen 

kinerja yang berbasis elektronik, baik integrasi internal K/L/D maupun integrasi antar K/L/D 

secara nasional. Sedangkan untuk mengatasi permasalahan pada pelayanan publik, diperlukan 

integrasi secara nasional terkait layanan pengaduan publik, layanan perizinan, dan pelayanan 

publik lainnya yang menjadi tantangan bersama bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah.3 

Untuk menindaklanjuti terselenggaranya proses pembangunan yang sejalan dengan prinsip 

tata pemerintahan yang baik (good governance), pemerintah dan pemerintah daerah 

berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk 

meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah, dan menyalurkan informasi keuangan 

daerah kepada pelayanan publik. Pemerintah perlu mengoptimasikan pemanfaatan kemajuan 

teknologi informasi untuk membangun jaringan sistem informasi manajemen dan proses kerja 

yang memungkinkan pemerintahan bekerja secara terpadu dengan menyederhanakan akses antar 

unit kerja. 4 

Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) merupakan sistem informasi besar yang 

diharapkan dapat menjadi jembatan antara sistem informasi keuangan pemerintah pusat dengan 

sistem informasi keuangan yang dimiliki pemerintah daerah di seluruh Indonesia. Tata kelola 

Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) SIKD dapat menjadi alat untuk mengembangkan, 

menggunakan dan memelihara TIK secara efektif, efisien, aman, dan memberikan hasil dan 

layanan yang optimal kepada organisasi sesuai tujuan organisasi. Dengan adanya kebijakan tata 

kelola diharapkan TIK SIKD dapat dikelola dengan baik dan mendapatkan hasil yang 

diharapkan.5 

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Pemerintah Daerah menerapkan sistem pemerintahan 

berbasis elektronik dalam Pengelolaan Keuangan Daerah.6 

Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, 

penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungiawaban, dan pengawasan 

Keuangan Daerah. 7 

Pemerintah Daerah wajib menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik di bidang 

Pengelolaan Keuangan Daerah secara terintegrasi paling sedikit meliputi: 

1. penyusunan Program dan Kegiatan dari rencana kerja Pemerintah Daerah; 

2. penyusunan rencana kerja SKPD; 

                                                           
3  Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Lampiran, BAB I 

Pendahuluan 
4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, Penjelasan 

Umum 
5 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 74/PMK.07/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Informasi 

Keuangan Daerah, Lampiran, BAB IV,  Pendahuluan 
6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 222 Ayat 

(1) 
7 Ibid, BAB I, Ketentuan Umum, Pasal 1 Angka 2 
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3. penyusunan anggaran; 

4. pengelolaan Pendapatan Daerah; 

5. pelaksanaan dan penatausahaan Keuangan Daerah; 

6. akuntansi dan pelaporan; dan 

7. pengadaan barang dan jasa.8 

Tulisan hukum ini akan membahas mengenai penerapan sistem pemerintahan berbasis 

elektronik dalam pengelolaan keuangan daerah. Seluruh uraian dalam tulisan hukum ini 

mendasarkan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut: 

1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 

Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;  

2. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah; 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi 

Elektronik; 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 

5. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; 

6. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional 

Pengembangan E-Government; 

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.07/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem 

Informasi Keuangan Daerah. 

 

II. PERMASALAHAN  

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam 

tulisan hukum ini adalah: 

1. Bagaimanakah prosedur penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik dalam 

pengelolaan keuangan daerah? 

2. Apakah kendala yang dihadapi dalam penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik 

dalam pengelolaan keuangan daerah? 

 

III. PEMBAHASAN 

1. Prosedur Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam Pengelolaan 

Keuangan Daerah 

Penyelenggara Sistem Elektronik harus menerapkan tata kelola Sistem Elektronik 

yang baik dan akuntabel. Tata kelola tersebut  paling sedikit memenuhi persyaratan: 

a. Tersedianya prosedur atau petunjuk dalam penyelenggaraan Sistem Elektronik yang 

didokumentasikan dan/atau diumumkan dengan bahasa, informasi, atau simbol yang 

dimengerti oleh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut; 

b. Adanya mekanisme yang berkelanjutan untuk menjaga kebaruan dan kejelasan 

prosedur pedoman pelaksanaan; 

c. Adanya kelembagaan dan kelengkapan personel pendukung bagi pengoperasian Sistem 

Elektronik sebagaimana mestinya; 

                                                           
8 Ibid, Pasal 222 Ayat (3) 
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d. Adanyapenerapan manajemen kinerja pada Sistem Elektronik yang diselenggarakannya 

untuk memastikan Sistem Elektronik beroperasi sebagaimana mestinya; dan 

e. Adanya rencana menjaga keberlangsungan penyelenggaraan Sistem Elektronik yang 

dikelolanya. 9 

 

Dalam Lampiran Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2008 tentang Sistem 

Pemerintahan Berbasis Elektronik mengenai Rencana Induk SPBE Nasional, tata kelola 

SPBE diarahkan sebagai berikut:  

a. Penguatan kapasitas pengelolaan dan sistem koordinasi pelaksanaan SPBE untuk 

membangun SPBE yang terpadu di dalam dan antar Instansi Pusat dan Pemerintah 

Daerah. 

1) Untuk mewujudkan SPBE yang terpadu, Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah 

perlu melakukan upaya transformasi yang mendasar dan berkelanjutan di dalam 

pengelolaan dan sistem koordinasi pelaksanaan SPBE. Keterpaduan SPBE 

ditujukan untuk memanfaatkan sumber daya SPBE secara optimal dan mencegah 

timbulnya duplikasi inisiatif dan anggaran dalam pelaksanaan SPBE. 

2) Strategi untuk mencapai penguatan kapasitas pengelolaan dan sistem koordinasi 

pelaksanaan untuk membangun SPBE yang terpadu di dalam dan antar Instansi 

Pusat dan Pemerintah Daerah adalah: 

a) melakukan pembentukan dan penguatan tim koordinasi SPBE di Instansi 

Pusat dan Pemerintah Daerah; 

b) membangun Arsitektur SPBE Nasional dan Arsitektur SPBE Instansi Pusat 

dan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah; dan 

c) melakukan penyederhanaan proses bisnis yang terintegrasi di dalam dan antar 

Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. 

 

b.   Penguatan kebijakan SPBE yang menyeluruh dan terpadu. 

1) Kebijakan SPBE yang menyeluruh diarahkan untuk melibatkan semua pemangku 

kepentingan di dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan SPBE yang 

mencakup kebijakan makro, kebijakan meso, dan kebijakan mikro SPBE. 

Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dalam melakukan perumusan dan 

pelaksanaan kebijakan SPBE hendaknya berkoordinasi dengan Tim Koordinasi 

SPBE Nasional sehingga menciptakan kebijakan SPBE yang terpadu. 

2) Strategi untuk mencapai penguatan kebijakan SPBE yang menyeluruh dan 

terpadu adalah: 

a) meningkatkan koordinasi antar Instansi Pusat, Pemerintah Daerah, dan 

masyarakat di dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan SPBE; 

b) melakukan harmonisasi kebijakan antara Tim Koordinasi SPBE Nasional, 

pimpinan Instansi Pusat, dan kepala daerah; dan 

c) melakukan evaluasi penerapan kebijakan SPBE secara nasional.10 

                                                           
9 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Pasal 19 ayat (2) 
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Dengan mempertimbangkan kondisi saat ini, pencapaian tujuan strategis  

e-government perlu dilaksanakan melalui 6 (enam) strategi yang berkaitan erat, yaitu: 

a. Mengembangkan sistem pelayanan yang andal dan terpercaya, serta terjangkau oleh 

masyarakat luas. 

Masyarakat mengharapkan layanan publik yang terintegrasi tidak tersekat-sekat 

oleh batasan organisasi dan kewenangan birokrasi. Dunia usaha memerlukan informasi 

dan dukungan interaktif dari pemerintah untuk dapat menjawab perubahan pasar dan 

tantangan persaingan global secara cepat. Kelancaran arus informasi untuk menunjang 

hubungan dengan lembaga-lembaga negara, serta untuk menstimulasi partisipasi 

masyarakat merupakan faktor penting dalam pembentukan kebijakan negara yang baik. 

Oleh karena itu, pelayanan publik harus transparan, terpercaya, serta terjangkau oleh 

masyarakat luas melalui jaringan komunikasi dan informasi. Strategi ini mencakup 

sejumlah sasaran sebagai berikut: 

1) Perluasan dan peningkatan kualitas jaringan komunikasi dan informasi ke seluruh 

wilayah negara pada tingkat harga yang dapat terjangkau oleh masyarakat, dengan 

sejauh mungkin melibatkan partisipasi dunia usaha. 

2) Pembentukan portal-portal informasi dan pelayanan publik yang dapat 

mengintegrasikan sistem manajemen dan proses kerja instansi pemerintah terkait, 

sehingga masyarakat pengguna tidak merasakan sekat-sekat organisasi dan 

kewenangan di lingkungan pemerintah, sasaran ini akan diperkuat dengan 

kebijakan tentang kewajiban instansi pemerintah dan pemerintah daerah otonom 

untuk menyediakan informasi dan pelayanan publik secara on-line. 

3) Pembentukan jaringan organisasi pendukung (back-office) yang menjembatani 

portal-portal informasi dan pelayanan publik tersebut di atas dengan situs dan 

sistem pengolahan dan pengelolaan informasi yang terkait pada sistem manajemen 

dan proses kerja di instansi yang berkepentingan. Sasaran ini mencakup 

pengembangan kebijakan pemanfaatan dan pertukaran informasi antar instansi 

pemerintah pusat dan daerah. 

4) Pembakuan sistem manajemen dokumen elektronik, standardisasi, dan sistem 

pengamanan informasi untuk menjamin kelancaran dan keandalan transaksi 

informasi antar organisasi di atas. 

 

b. Menata sistem manajemen dan proses kerja pemerintah dan pemerintah daerah otonom 

secara holistik. 

Penataan sistem manajemen dan prosedur kerja pemerintah harus dirancang agar 

dapat mengadopsi kemajuan teknologi informasi secara cepat. Penataan itu harus 

meliputi sejumlah sasaran yang masing-masing atau secara holistik membentuk konteks 

bagi pembentukan kepemerintahan yang baik, antara lain meliputi: 

1) Fokus kepada kebutuhan masyarakat, kewibawaan pemerintah sangat dipengaruhi 

oleh kemampuan menyelenggarakan pelayanan publik yang dapat memuaskan 

                                                                                                                                                                                     
10 Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2008 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, BAB III Arah 

Kebijakan dan Strategi 
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masyarakat serta memfasilitasi partisipasi masyarakat dan dialog publik dalam 

pembentukan kebijakan negara. 

2) Manajemen perubahan, pengembangan kepemerintahan yang baik hanya dapat 

dicapai apabila didukung oleh komitmen yang kuat dari seluruh tingkatan 

manajemen untuk melakukan perubahan-perubahan sistem manajemen dan proses 

kerja secara kontinyu, agar pemerintah dapat menghadapi perubahan pola 

kehidupan masyarakat yang semakin dinamis dan pola hubungan internasional 

yang semakin kompleks. Organisasi pemerintah harus berevolusi menuju 

organisasi jaringan, dimana setiap unsur instansi pemerintah berfungsi sebagai 

simpul dalam jaringan desentralisasi kewenangan dengan lini pengambilan 

keputusan yang sependek mungkin dan tolok ukur akuntabilitas yang jelas. 

3) Penguatan e-leadership, penataan sistem manajemen dan proses kerja di 

lingkungan pemerintah dan pemerintah daerah otonom perlu ditunjang oleh 

penguatan kerangka kebijakan yang fokus dan konsisten untuk mendorong 

pemanfaatan teknologi informasi, agar simpul-simpul jaringan organisasi di atas 

dapat berinteraksi secara erat, transparan, dan membentuk rentang kendali yang 

efektif. 

4) Rasionalisasi peraturan dan prosedur operasi, termasuk semua tahapan perubahan, 

perlu diperkuat dengan landasan peraturan dan prosedur operasi yang berorientasi 

pada organisasi jaringan, rasional, terbuka, serta mendorong pembentukan 

kemitraan dengan sektor swasta. 

 

c. Memanfaatkan teknologi informasi secara optimal. 

Pelaksanaan setiap strategi memerlukan kemampuan dalam melaksanakan 

transaksi, pengolahan, dan pengelolaan berbagai bentuk dokumen dan informasi 

elektronik dalam volume yang besar, sesuai dengan tingkatannya. Kemajuan teknologi 

informasi dan perkembangan jaringan komunikasi dan informasi memberikan peluang 

yang luas bagi instansi pemerintah untuk memenuhi keperluan tersebut. Agar 

pemanfaatan teknologi informasi di setiap instansi dapat membentuk jaringan kerja 

yang optimal, maka melalui strategi ini sejumlah sasaran yang perlu diupayakan 

pencapaiannya, adalah sebagai berikut: 

1) Standardisasi yang berkaitan dengan interoperabilitas pertukaran dan transaksi 

informasi antar portal pemerintah. 

2) Standardisasi dan prosedur yang berkaitan dengan manajemen dokumen dan 

informasi elektronik (electronic document management system) serta standardisasi 

metadata yang memungkinkan pemakai menelusuri informasi tanpa harus 

memahami struktur informasi pemerintah. 

3) Perumusan kebijakan tentang pengamanan informasi serta pembakuan sistem 

otentikasi dan public key infrastucture untuk menjamin keamanan informasi dalam 

penyelenggaraan transaksi dengan pihak-pihak lain, terutama yang berkaitan 

dengan kerahasiaan informasi dan transaksi finansial. 
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4) Pengembangan aplikasi dasar seperti e-billing, e-procurement, e-reporting yang 

dapat dimanfaatkan oleh setiap situs pemerintah untuk menjamin keandalan, 

kerahasiaan, keamanan dan interoperabilitas transaksi informasi dan pelayanan 

publik. 

5) Pengembangan jaringan intra pemerintah untuk mendukung keandalan dan 

kerahasiaan transaksi informasi antar instansi pemerintah dan pemerintah daerah 

otonom. 

 

d. Meningkatkan peran serta dunia usaha dan mengembangkan industri telekomunikasi 

dan teknologi informasi. 

Pengembangan pelayanan publik tidak perlu sepenuhnya ditangani oleh 

pemerintah. Partisipasi dunia usaha dapat mempercepat pencapaian tujuan strategis     

e-government. Beberapa kemungkinan partisipasi dunia usaha sebagai berikut perlu 

dioptimalkan : 

1) Dalam mengembangkan komputerisasi, sistem manajemen, proses kerja, serta 

pengembangan situs dan pembakuan standar, pemerintah harus mendayagunakan 

keahlian dan spesialisasi yang telah berkembang di sektor swasta. 

2) Walaupun pelayanan dasar bagi masyarakat luas harus dipenuhi oleh pemerintah, 

namun partisipasi dunia usaha untuk meningkatkan nilai informasi dan jasa 

kepemerintahan bagi keperluan-keperluan tertentu harus dimungkinkan. 

3) Peran dunia usaha untuk mengembangkan jaringan komunikasi dan informasi di 

seluruh wilayah negara merupakan faktor yang penting. Demikian pula partisipasi 

usaha kecil menengah untuk menyediakan akses serta meningkatkan kualitas dan 

lingkup layanan warung internet perlu didorong untuk memperluas jangkauan 

pelayanan publik. Semua instansi terkait harus memberikan dukungan dan insentif, 

serta meninjau kembali dan memperbaiki berbagai peraturan dan ketentuan 

pemerintah yang menghambat partisipasi dunia usaha dalam memperluas jaringan 

dan akses komunikasi dan informasi.  

Di samping itu, perkembangan e-government akan membentuk pasar yang cukup 

besar bagi perkembangan industri teknologi informasi dan telekomunikasi. Dengan 

demikian pemerintah harus memanfaatkan perkembangan e-government untuk 

menumbuhkan industri dalam negeri di bidang ini. Oleh karena perkembangan industri 

di bidang ini sangat dipengaruhi oleh tarikan pasar dan dorongan kemajuan teknologi, 

maka dukungan bagi industri tersebut harus mencakup penyediaan akses pasar 

pemerintah seluas-luasnya, dukungan penelitian dan pengembangan, serta penyediaan 

insentif untuk mengatasi berbagai bentuk kesenjangan dan tingkat risiko yang 

berkelebihan yang menghambat investasi dunia usaha di bidang ini dalam 

mengembangkan kemampuan teknologi. 
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e. Mengembangkan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) baik pada pemerintah 

maupun pemerintah daerah otonom, disertai dengan meningkatkan e-literacy 

masyarakat. 

SDM baik sebagai pengembang, pengelola maupun pengguna e-government 

merupakan faktor yang turut menentukan bahkan menjadi kunci keberhasilan 

pelaksanakan dan pengembangan e-government. Untuk itu, perlu upaya peningkatan 

kapasitas SDM dan penataan dalam pendayagunaannya, dengan perencanaan yang 

matang dan komprehensif sesuai dengan kebutuhan, serta pelaksanaannya dilakukan 

secara bertahap dan berkelanjutan. Hal tersebut dilakukan melalui jalur pendidikan 

formal dan nonformal, maupun pengembangan standar kompetensi yang dibutuhkan 

dalam pengembangan dan implementasi e-government. Upaya pengembangan SDM 

yang perlu dilakukan untuk mendukung e-government adalah sebagai berikut: 

1) Meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang pentingnya informasi serta 

pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi (e-literacy), baik di kalangan 

pemerintah dan pemerintah daerah otonom maupun di kalangan masyarakat dalam 

rangka mengembangkan budaya informasi ke arah terwujudnya masyarakat 

informasi (information society). 

2) Pemanfaatan sumberdaya pendidikan dan pelatihan termasuk perangkat teknologi 

informasi dan komunikasi secara sinergis, baik yang dimiliki oleh lembaga 

pemerintah maupun non pemerintah/masyarakat. 

3) Pengembangan pedoman penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi lembaga 

pemerintah agar hasil pendidikan dan pelatihan tersebut sesuai dengan kebutuhan 

pengembangan dan pelaksanaan e-government. 

4) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknologi informasi dan komunikasi 

bagi aparat pelaksana yang menangani kegiatan bidang informasi dan komunikasi 

dan aparat yang bertugas dalam memberikan pelayanan publik, maupun pimpinan 

unit/lembaga, serta fasilitasi pendidikan dan pelatihan bagi calon pendidik dan 

pelatih maupun tenaga potensial di bidang teknologi informasi dan komunikasi 

yang diharapkan dapat mentransfer pengetahuan/keterampilan yang dimiliki 

kepada masyarakat di lingkungannya. 

5) Peningkatan kapasitas penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan jarak jauh 

(distance learning) dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi 

secara optimal untuk pemerataan atau mengurangi kesenjangan SDM di bidang 

teknologi informasi dan komunikasi antar daerah. 

6) Perubahan pola pikir, sikap dan budaya kerja aparat pemerintah yang mendukung 

pelaksanaan e-government melalui sosialisasi/penjelasan mengenai konsep dan 

program e-government, serta contoh keberhasilan (best practice) pelaksanaan e-

government. 

7) Peningkatan motivasi melalui pemberian penghargaan/apresiasi kepada seluruh 

SDM bidang informasi dan komunikasi di pemerintah pusat dan daerah serta 

masyarakat yang secara aktif mengembangkan inovasi menjadi karya yang 

bermanfaat bagi pengembangan dan pelaksanaan e-government. 
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f. Melaksanakan pengembangan secara sistematik melalui tahapan-tahapan yang realistik 

dan terukur. 

Setiap perubahan berpotensi menimbulkan ketidakpastian, oleh karena itu 

pengembangan e-government perlu direncanakan dan dilaksanakan secara sistematik 

melalui tahapan yang realistik dan sasaran yang terukur, sehingga dapat dipahami dan 

diikuti oleh semua pihak. Berdasarkan sifat transaksi informasi dan pelayanan publik 

yang disediakan oleh pemerintah melalui jaringan informasi, pengembangan e-

government dapat dilaksanakan melalui 4 (empat) tingkatan sebagai berikut: 

 Tingkat 1 - Persiapan yang meliputi: 

- Pembuatan situs informasi disetiap lembaga; 

- Penyiapan SDM; 

- Penyiapan sarana akses yang mudah misalnya menyediakan sarana Multipurpose 

Community Center, Warnet, SME-Center, dan lain-lain; 

- Sosialisasi situs informasi baik untuk internal maupun untuk publik. 

 Tingkat 2 - Pematangan yang meliputi: 

- Pembuatan situs informasi publik interaktif; 

- Pembuatan antar muka keterhubungan dengan lembaga lain; 

 Tingkat 3 - Pemantapan yang meliputi: 

- Pembuatan situs transaksi pelayanan publik; 

- Pembuatan interoperabilitas aplikasi maupun data dengan lembaga lain. 

 Tingkat 4 - Pemanfaatan yang meliputi: 

- Pembuatan aplikasi untuk pelayanan yang bersifat Government to Government 

(G2G), Government to Business (G2B) dan Government to Customer (G2C) 

yang terintegrasi. 

 Situs pemerintah pusat dan daerah harus secara bertahap ditingkatkan menuju 

ke tingkat 4. Perlu dipertimbangkan bahwa semakin tinggi tingkatan situs tersebut, 

diperlukan dukungan sistem manajemen, proses kerja, dan transaksi informasi antar 

instansi yang semakin kompleks pula. Upaya untuk menaikkan tingkatan situs tanpa 

dukungan yang memadai, akan mengalami kegagalan yang tidak hanya menimbulkan 

pemborosan namun juga menghilangkan kepercayaan masyarakat. 

Untuk menghindari hal tersebut, perlu dibakukan sejumlah pengaturan sebagai 

berikut: 

1) Standar kualitas dan kelayakan situs pemerintah bagi setiap tingkatan 

perkembangan di atas. 

2) Peraturan tentang kelembagaan dan kewenangan yang berkaitan dengan 

pemanfaatan dan transaksi informasi yang dimiliki pemerintah. Pengaturan ini 

harus mencakup batasan tentang hak masyarakat atas informasi, kerahasiaan dan 

keamanan informasi pemerintah (information security), serta perlindungan 

informasi yang berkaitan dengan masyarakat (privacy). 
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3) Persyaratan sistem manajemen dan proses kerja, serta SDM yang diperlukan agar 

situs pemerintah dapat berfungsi secara optimal dan mampu berkembang ke 

tingkat yang lebih tinggi.11 

 

SIKD adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta 

mengolah data pengelolaan keuangan daerah dan data terkait lainnya menjadi informasi 

yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka 

perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pertanggungjawaban pemerintah daerah.12 

Informasi Keuangan Daerah adalah segala informasi yang berkaitan dengan keuangan 

daerah yang diperlukan dalam rangka penyelenggaraan Sistem Informasi Keuangan 

Daerah.13 Informasi Keuangan Daerah yang disampaikan harus memenuhi prinsip-prinsip 

akurat, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan.14 

Penyelenggaraan SIKD mempunyai fungsi: 

a. penyusunan standar Informasi Keuangan Daerah; 

b. penyajian Informasi Keuangan Daerah kepada masyarakat; 

c. penyiapan rumusan kebijakan teknis penyajian Informasi; 

d. penyiapan rumusan kebijakan teknis di bidang teknologi pengembangan SIKD; 

e. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan SIKD; 

f. pembakuan SIKD yang meliputi prosedur, pengkodean, peralatan, aplikasi dan 

pertukaran informasi; dan 

g. pengkoordinasian jaringan komunikasi data dan pertukaran informasi antar instansi 

Pemerintah.15 

Penyelenggaraan SIKD  meliputi: 

a. penyajian informasi anggaran, pelaksanaan anggaran, dan pelaporan keuangan daerah 

yang dihasilkan oleh Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah. 

b. penyajian Informasi Keuangan Daerah melalui situs resmi Pemerintah Daerah. 

c. penyediaan Informasi Keuangan Daerah dalam rangka mendukung SIKD secara 

nasional.16 

 

2. Kendala yang Dihadapi Dalam Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik 

Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah 

a. Permasalahan pertama adalah belum adanya Tata Kelola SPBE yang terpadu secara 

nasional. Hal ini ditunjukkan dengan hasil kajian Dewan TIK Nasional tahun 2016 

terkait belanja TIK yang tidak efisien secara nasional. Total belanja TIK pemerintah 

untuk perangkat lunak (aplikasi) dan perangkat keras tahun 2014 – 2016 mencapai 

lebih dari Rp.12.700.000.000.000,- (dua belas triliun tujuh ratus miliar Rupiah). Rata-

                                                           
11 Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government angka 12 

sampai dengan angka 18 
12Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, Pasal 1 angka 15 
13Ibid, Pasal 1 angka 16 
14Ibid, Pasal 3 
15Ibid, Pasal 10 ayat (2) 
16Ibid, Pasal 13 
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rata belanja TIK pemerintah sebesar lebih dari Rp.4.230.000.000.000,- (empat triliun 

dua ratus tiga puluh miliar Rupiah) per tahun dengan tren yang terus meningkat setiap 

tahunnya. Ditemukan bahwa 65% dari belanja perangkat lunak (aplikasi) termasuk 

lisensi perangkat lunak digunakan untuk membangun aplikasi yang sejenis antar 

instansi pemerintah. Sementara itu, berdasarkan survei infrastruktur pusat data (data 

center) yang dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2018 

terdapat 2700  pusat data di 630 instansi pusat dan pemerintah daerah yang berarti rata-

rata terdapat 4 pusat data pada setiap instansi pemerintah. Secara nasional utilisasi 

pusat data dan perangkat keras hanya mencapai rata-rata 30% dari kapasitasnya. Fakta 

ini mengindikasikan bahwa kurangnya koordinasi antar instansi pemerintah di dalam 

pengembangan SPBE sehingga terjadi duplikasi anggaran belanja TIK dan kapasitas 

TIK yang melebihi kebutuhan. 

b. Permasalahan  SPBE adalah jangkauan infrastruktur TIK ke seluruh wilayah dan ke 

semua lapisan masyarakat yang belum optimal. Infrastruktur TIK khususnya jaringan 

telekomunikasi merupakan fondasi konektivitas antara penyelenggara SPBE dengan 

pengguna. Tingkat efektivitas SPBE sangat bergantung pada tingkat aksesibilitas 

pengguna terhadap Layanan SPBE melalui jaringan telekomunikasi. Berdasarkan data 

hasil pembangunan infrastruktur TIK dari Kementerian Perencanaan Pembangunan 

Nasional/Bappenas, 450 kabupaten/kota (87%) telah terhubung jaringan tulang 

punggung serat optik nasional, sedangkan 64 kabupaten/kota (l3%) di wilayah tengah 

dan timur Indonesia belum terhubung. Ditargetkan pada akhir tahun 2019 semua 

kabupaten kota di Indonesia akan terhubung jaringan tulang punggung tersebut. Dalam 

hal pembangunan jaringan pita lebar, teknologi 3G telah menjangkau 457 

kabupaten/kota (89%), sedangkan jaringan pita lebar dengan teknologi 4G telah 

menjangkau 412 kabupaten/kota (80%). Masih terdapat 57 kabupaten/kota (lI%) yang 

belum terhubung dengan jaringan pita lebar. 

 

Tabel 1. Hasil Penilaian SPBE oleh PBB Tahun 2012 – 2018 untuk Indonesia 

No Deskripsi 2012 2014 2016 2018 

1. Peringkat 97 106 116 107 

2. Indeks Pembangunan SPBE 0,4949 0,4487 0,4478 0,5258 

3. Indeks Layanan Online 0,4967 0,3622 0,3623 0,5694 

4. Indeks Konektivitas Telekomunikasi 0.1897 0,3054 0,3016 0,3222 

5. Indeks Kapital Manusia 0,7982 0,6786 0,6796 0,6857 

 

Meskipun sebagian besar wilayah Indonesia sudah terhubung dengan jaringan 

telekomunikasi, optimalisasi pemanfaatan infrastruktur TIK masih menjadi kendala. 

Perserikatan Bangsa-Bangsa melakukan penilaian penerapan SPBE dengan 

menghasilkan Indeks Pembangunan SPBE (IP SPBE) yaitu indeks komposit dari 

Indeks Layanan Online (lLO), Indeks Konektivitas Telekomunikasi (IKT), dan Indeks 

Kapital Manusia (IKM). Sebagaimana diperlihatkan pada Tabel 1, IP SPBE Indonesia 

tahun 2018 bernilai indeks 0,5258. Rendahnya nilai IP SPBE tersebut merupakan 

kontribusi yang cukup signifikan dari rendahnya IKT yang bernilai indeks 0,3222. 
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Dilihat dari perkembangan tahun 2012- 2018, IKT tidak menunjukkan peningkatan 

yang signifikan. 

Di samping itu, rendahnya penetrasi pengguna internet di Indonesia juga 

menggambarkan belum optimalnya pemanfaatan infrastruktur TIK khususnya jaringan 

pita lebar oleh masyarakat. Berdasarkan hasil survei Penetrasi Penggunaan Internet 

Tahun 2017 oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), tingkat 

penetrasi penggunaan internet di Indonesia sebesar 54,68% (143,26 juta pengguna 

internet dari total 262 juta penduduk Indonesia). Sedangkan sebaran tingkat penetrasi 

pengguna internet berdasarkan wilayah adalah 57,70% di Jawa, 54,23% di Bali dan 

Nusa Tenggara, 47,2% di Sumatera, 72,19% di Kalimantan, 46,7% di Sulawesi, dan 

41,98% di Maluku dan Papua. Rendahnya penetrasi pengguna internet di Indonesia 

disebabkan oleh rendahnya kualitas dan terbatasnya kapasitas jaringan pita lebar yang 

tersedia.  

c. Permasalahan keterbatasan jumlah pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang 

memiliki kompetensi teknis TIK. Perkembangan TIK menuntut perluasan dan 

pendalaman kompetensi teknis yang memadai. Pemerintah telah menerbitkan Daftar 

Unit Kompetensi Okupasi dalam Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia bidang TIK 

Tahun 2018 dengan tujuan menyediakan referensi kompetensi TIK yang dibutuhkan 

oleh pemerintah, industri TIK, perguruan tinggi, asosiasi profesi bidang TIK, dan 

lembaga-lembaga lain yang bergerak di bidang TIK. Saat ini terjadi kesenjangan antara 

standar kompetensi jabatan fungsional ASN terkait dengan TIK seperti Jabatan 

Fungsional Pranata Komputer dengan standar kompetensi yang ditetapkan dalam 

Daftar Unit Kompetensi Okupasi TIK. Hal ini mengakibatkan pegawai ASN pada 

jabatan fungsional tersebut belum memiliki standar kompetensi teknis TIK yang 

memadai. Di sisi lain, permintaan SDM TIK di pasar tenaga kerja tidak diimbangi 

dengan ketersediaan SDM TIK itu sendiri. Hal ini menyebabkan tingginya tingkat gaji 

SDM TIK pada pasar tenaga kerja. Hal ini juga menjadi tantangan bagi pemerintah 

mengingat rendahnya gaji dan tunjangan pegawai ASN di bidang TIK, sehingga 

pemerintah perlu meningkatkan daya tawar dalam memperoleh SDM TIK yang 

berkualitas. 17 

 

IV. PENUTUP 

Agar pelaksanaan kebijakan pengembangan e-government dapat dilaksanakan secara 

sistematik dan terpadu, penyusunan kebijakan, peraturan dan perundang-undangan, standardisasi, 

dan panduan yang diperlukan harus konsisten dan saling mendukung. Oleh karena itu 

perumusannya perlu mengacu pada kerangka yang utuh, serta diarahkan untuk memenuhi 

kebutuhan pembentukan pelayanan publik dan penguatan jaringan pengelolaan dan pengolahan 

informasi yang andal dan terpercaya.  

SIKD merupakan sistem aplikasi yang digunakan untuk mengumpulkan informasi 

mengenai data keuangan yang ada di setiap pemerintah daerah. Saat ini SIKD sudah berjalan dan 

                                                           
17 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, BAB I 

Pendahuluan 
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dalam tahap proses pengumpulan informasi setiap daerah. Untuk menyajikan informasi keuangan 

daerah diperlukan suatu alat dan pembakuan informasi agar informasi tersebut menjadi akurat 

dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Penyajian informasi SIKD dapat dalam bentuk 

executive information system untuk kebutuhan pengambilan keputusan pimpinan maupun dalam 

situs resmi untuk informasi yang disajikan kepada publik. Kendala yang dihadapi saat ini dalam 

penerapan SIKD antara lain belum adanya Tata Kelola SPBE yang terpadu secara nasional, 

jangkauan infrastruktur TIK ke seluruh wilayah dan ke semua lapisan masyarakat yang belum 

optimal, dan keterbatasan jumlah pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memiliki 

kompetensi teknis TIK. 
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